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PUTUSAN
Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Rbg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama,
dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut
dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Rembang, 22 Februari 1993, NIK XXXX, agama Islam,
Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Online, bertempat tinggal di
XXXX, Kabupaten Rembang, No. HP: XXXX, email: XXXX@gmail.com,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXX, tempat tanggal lahir di Rembang, Nganjuk, 07 September 1984, NIK
XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi,
bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang (rumah saudara
bernama Bapak XXXX), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Desember 2024
telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar secara elektronik melalui
aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan nomor
1106/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai
berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 09 September 2012
berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tertanggal 10 September 2012
yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Penggugat
berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 12 tahun 3 bulan Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 10 tahun,
kemudian tinggal dirumah pemberian orang tua Penggugat selama 1 tahun 8
bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba’da dukhul), di karuniai
dua orang anak bernama:

- XXXX, lahir di Rembang tanggal 04 Februari 2014 (umur 10 tahun), NIK
XXXX,

- XXXX, lahir di Rembang tanggal 18 November 2018 (umur 6 tahun), NIK
XXXX, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2024 sering
terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sering bermain judi online,
sehingga mengakibatkanTergugat jarang memberikan uang nafkah kepada
Penggugat. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja
sebagai pedagang online. Penggugat sudah memberikan saran kepada
Tergugat agar bisa meninggalkan kebiasaan buruknya bermain judi online
sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak
menghiraukannya;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Mei tahun 2024 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut
di atas. Akibatnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu
antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan
selama 7 bulan, dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan
kewajibannya;

5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas,
Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun.
Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi
dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan

mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba’'in sughro Tergugat (XXXX) kepada
Penggugat (XXXX);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider:

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi
dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan  nomor
1106/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak
datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati
Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan
perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01
Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang
aslinya dikeluarkan pada tanggal 20-02-2018, bermeterai cukup dan
dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:
XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale,
Kabupaten Rembang pada tanggal 10-09-2012, bermeterai cukup dan

dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-2);
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Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-
saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama XXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 14-04-1982, NIK XXXX,
agama lIslam, pendidikan MTs, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
XXXX, Kabupaten Rembang:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah paman
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini
diasuh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua
Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Februari tahun 2024 sudah tidak harmonis,
keduanya sering bertengkar dan berselisih;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang
bertengkar namun yang Saksi ketahui Termohon sering bermain judi online;

- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan
Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah pemberian orang
tuanya;

- Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik
antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. Nama XXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 08-08-1982, NIK XXXX,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah adik kandung
Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.: 1106/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini
diasuh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua
Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Februari tahun 2024 sudah tidak harmonis,
keduanya sering bertengkar dan berselisih;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang
bertengkar dan berselisih masalah ekonomi karena Tergugat sering
bermain judi online/slot;

- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan
Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah pemberian orang
tuanya;

- Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik
antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya
dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Tentang Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 130 HIR jis Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31
ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal
143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4
angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk
sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan
di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan
Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang
didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, alat bukti mana secara
prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah
di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan
Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
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Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat
bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif
maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik
dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan
sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo.
Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal
09 September 2012, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah
bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi dipersidangan yaitu paman Penggugat dan adik kandung Penggugat, maka
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang,
dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh
karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144
dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta
yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, meski Saksi tidak pernah melihat Penggugat
dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui kebiasaan Tergugat main judi
online/slot dan Saksi juga mengetahui sendiri keduanya berpisah tempat tinggal
lebih dari 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang baik lagi, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang
dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat sering bermain judi online, Saksi
juga mengetahui sendiri keduanya berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam)
bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang baik lagi, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian
sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat sering bermain judi online
hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan
lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa selama hidup berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak terjalin dengan baik;

4. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat sering main judi online/slot;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan
lamanya secara berturut-turut;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah
tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
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dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang
demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang
dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga
hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri
antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari
gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra
Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan
hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jis. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
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Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara
harus dibebankan kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat
(XXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal
Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah oleh Firdaus Muhammad,
S.H.l, M.H.l. sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan
Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018
tanggal 18 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dibantu oleh Kastari, S.H. sebagai Panitera dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.l., M.H.I.
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Panitera,

TTD

Kastari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran . Rp 30.000,00
Proses . Rp 75.000,00
Panggilan : Rp 40.000,00
PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00
Sumpah Saksi . Rp 100.000,00
Redaksi . Rp 10.000,00
Meterai . Rp 10.000,00
Jumlah : Rp  285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

N o o e p o~
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